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Abstrak 

Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran sudah lama terjadi di 

Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap 

ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan 

raya. Menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju 

menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang 

diharapkan masalah ini dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana Penegakan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penertiban Hewan Ternak, 

faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, 

observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang 

Penertiban Hewan Ternak belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto.  

 

Kata kunci: Hewan Ternak (sapi), Penertiban, Penegakan Peraturan 

 

Abstract 

The problem of cattle (cows) roaming around has been going on for a long time in 

Mamuju District. The impact of this problem is a disturbance of peace and public 

order in society, for example housing and highways. Responding to this problem, 

the Mamuju Regency Government issued Regent Regulation Number 21 of 2021 

concerning Amendments to Regent Regulation Number 34 of 2018 concerning 

Control of Livestock which it is hoped that this problem can be resolved. This study 
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aims to see how the Enforcement of Regional Head Regulations concerning the 

Control of Livestock, the inhibiting factors and efforts to overcome these inhibiting 

factors. The research method used is a qualitative method with a case study 

approach. Data collection techniques used were participant observation, direct 

observation, interviews, documentation, document archives, and physical devices. 

The results of this study indicate that Regent Regulation Number 21 of 2021 

concerning Amendments to Regent Regulation Number 34 of 2018 concerning 

Control of Livestock has not been running effectively and optimally. This can be 

seen based on the Law Enforcement theory by Soerjono Soekanto. 

 

Keywords: Livestock (cows), Control, Regulation Enforcement. 

 

Pendahuluan  

Banyak keluhan yang muncul akibat dari masalah yang ditimbulkan oleh kasus 

hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas menganggu ketertiban, keamanan dan 

kenyamanan masyarakat, karena banyaknya keluhan dari masyarakat maka Pemerintah 

Kabupaten Mamuju pada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap 

dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 dapat membuat sapi-sapi ini 

dapat ditertibkan sehingga tidak berkeliaran bebas demi keamanan dan kenyamanan 

lingkungan masyarakat.  

Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan untuk melakukan razia sapi 

yang berkeliaran, segala upaya dilakukan oleh anggota Satpol-PP dalam menertibkan 

dan menangkap sapi-sapi yang ada di jalan raya dan rumah masyarakat. Kepala seksi 

operasi dan penindakan berharap bisa mengatasi masalah sapi-sapi yang berkeliaran ini, 

dan menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memelihara sapi-sapinya di dalam 

kandang. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol-PP Kabupaten 

Mamuju juga mengatakan bahwa sanksi jika masih banyak sapi yang masih berkeliaran 

dan sulit untuk ditertibkan maka akan disembelih di tempat pemotongan hewan. 

Tercatat pada tahun 2021-2022, ada 30 nama peternak yang sapinya ditertibkan karena 

berkeliaran bebas (“Sapi Liar Berkeliaran di Kota Mamuju | Mamuju Pos” t.t.). 

Pemilik ternak ini sudah diberikan sanksi berupa denda dan juga teguran, 

harapannya dengan diberlakukannya sanksi denda dan teguran bagi peternak yang 

sapinya berkeliaran akan memberikan efek jera dan penurunan kasus permasalahan 

mengenai hewan ternak dapat diselesaikan. Namun pada fenomena dan fakta dilapangan 

tidak seperti itu. Salah satu warga Mamuju mengatakan bahwa banyak sapi yang 

berkeliaran bebas sampai ke tengah jalan, sehingga sangat mengganggu para 

pengendara bahkan nyaris mencelakai sejumlah pengguna jalan. 

Salah satu tempat umum yaitu Taman Karema yang setiap sore digunakan untuk 

aktivitas seperti olahraga sore maupun bersantai menjadi tempat sapi ini berada dan 

berkeliaran, kotoran sapi yang mengganggu estetika dari keindahan taman ini sudah 

sering dijumpai, sapi-sapi ini hanya diikat di pohon sekitar taman kemudian ditinggalkan 
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dari siang sampai malam hari. Tidak hanya merusak taman, sapi-sapi ini juga sering 

masuk ke halaman rumah masyarakat dan merusak pekarangan dan tanaman yang ada 

di rumah-rumah masyarakat (“Minim Kesadaran, Kotoran Sapi Berserakan di Kota 

Mamuju | Mamuju Pos” t.t.). 

Masalah ini belum bisa diatasi bahkan sampai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak dirubah pada  tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju menjadi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak. Perubahan Perbup ini dilakukan Pemerintah Daerah karena melihat dari 

masalah dan keluhan yang diakibatkan oleh sapi yang berkeliaran bebas yang dalam 

beberapa tahun terakhir tidak kunjung selesai, perubahan ini juga diharapkan bisa 

menuntaskan masalah yang ditimbulkan akibat sapi yang berkeliaran bebas, akan tetapi 

permasalahan mengenai sapi yang berkeliaran bebas ini bukannya ada perubahan kearah 

yang lebih baik malah semakin banyak laporan dan keluhan tentang sapi yang berkeliaran. 

Data dari kantor Satpol-PP dan DAMKAR Kabupaten Mamuju menunjukkan 

bahwa pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan yang sangat drastis mengenai keluhan 

dan laporan dikarenakan sapi yang berkeliaran. Dari keluhan masyarakat Mamuju 

beberapa waktu terakhir kita dapat membayangkan bahwa masalah ini sudah sangat 

meresahkan bahkan dapat membahayakan, contohnya saja ketika ada sapi yang berukuran 

besar kemudian melintas di jalanan, hal ini dapat membahayakan pengguna jalan baik 

kendaraan bermotor maupun mobil, kemacetan tidak bisa di hindari, kotoran dengan bau 

yang tidak sedap. 

Seharusnya hewan ternak ini berada pada tempatnya, seperti kandang ternak atau 

padang rumput (lahan yang luas) namun diberikan pagar atau pembatas agar para hewan 

ini tidak lepas dan mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan penduduk, dan 

juga pengontrolan terhadap hewan ternak ini dapat mudah dilakukan. Akan tetapi pada 

kenyataannya yang terjadi dilapangan sangat berbeda dari yang di harapkan, terutama 

yang terjadi dilingkungan Kecamatan Mamuju, karena sudah banyak terjadi masalah 

maupun kasus yang serius dan sangat meresahkan mengenai hewan ternak yang 

berkeliaran dan juga menggangu ketertiban dan keamanan. 

Adanya permasalahan dan kasus tentang hewan ternak yang berkeliaran bebas dan 

meresahkan serta membahayakan di lingkungan masyarakat menarik minat peneliti untuk 

membahas permasalahan ini yang berfokus pada Penegakan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Peraturan penertiban hewan ternak yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul “Penegakan Peraturan Kepala Daerah 

Terhadap Pemilik Ternak Yang Berkeliaran Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat”. 

 

Metode Penelitian   

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor yang diteliti dan memperoleh 

pemahaman yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam Penegakan 
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Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan 

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 

Peneliti menggunakan teknik “purposive sampling” untuk menentukan 

informan. Pengambilan sampel informan dengan teknik purposive sampling dilakukan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Ada 6 teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dokumentasi, arsip rekaman, wawancara, observasi langsung, 

observasi partisipan, dan perangkat fisik (Yin 2002). 

 

Hasil dan Pembahasan  

A. Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang 

berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

Dalam rangka penegakan PERKADA terkait penertiban hewan ternak yang 

melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja 

bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan PERKADA terhadap tindakan 

pelanggaran. Sebagai instansi yang berwenang dalam penertiban non-yustisial, Satpol-

PP bertugas menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota serta 

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat. 

Penegakan sebuah peraturan menurut Soerjono Soekanto dapat dinilai dengan 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya ialah (Soekanto 2016): 1) Faktor hukumnya sendiri. 2) Faktor penegak 

hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas. 4) Faktor masyarakat. 5) Faktor kebudayaan. 

Keseluruhan faktor tersebut merupakan substansi dari faktor penegakan hukum. 

Dengan begitu, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kelima faktor tersebut yang 

akan menjadi tolak ukur dalam menganalisa Penegakan Peraturan Kepala Daerah 

Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat, faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Faktor Hukum 

Faktor hukum disini merupakan pengertian secara meteril dari peraturan 

perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang 

baik pemerintah pusat maupun daerah dan bersifat umum. Dalam hal ini, Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak merupakan Peraturan 

Bupati yang dibentuk oleh pejabat Daerah Kabupaten Mamuju dan berlaku khusus 

untuk daerah wilayah hukum Kabupaten Mamuju termasuk di Kecamatan Mamuju. 

Peraturan Bupati tersebut merupakan peraturan yang dibuat sebagai pengganti dari 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang 

berlaku sebelumnya.  

Peraturan ini merupakan upaya dalam aktualisasi Penyelenggaran 

TRANTIBUM di Kabupaten Mamuju. Dalam teori Penegakan hukum (Soekanto 2016), 

terdapat hal  yang harus diperhatikan dalam menganalisa faktor penegakan peraturan 

yaitu dalam pembentukan PERDA dan PERKADA, terdapat beberapa asas yang harus 



Penegakan Peraturan Kepala Daerah terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

Syntax Literate, Vol. 8, No. 5, Mei 2023  5 

dipenuhi oleh lembaga pembuat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan pada 

pasal 5  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, diantaranya ialah: a) Asas Kejelasan tujuan. b) Asas dapat 

dilaksanakan. c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. d) Asas 

kejelasan rumusan. e) Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas 

diuraikan sebagai berikut: 

 

 

a. Asas Kejelasan tujuan 

Suatu peraturan daerah harus memiliki tujuan yang jelas terkait dengan 

pembentukannya. Dengan adanya tujuan yang jelas, PERDA/PERKADA dapat 

menghasilkan hal yang positif. Dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak, tujuan dibentuknya peraturan ini terdapat pada poin pertimbangan Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tersebut, yaitu: 1) 

Bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penertiban Hewan 

Ternak perlu dilakukan penyesuaian. 2) Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban 

lingkungan, sarana umum dan ketertiban jalan yang aman, damai dan bersih, perlu 

dilakukan pembinaan dan pengendalian dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran. 

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas 

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. 

 

b. Asas dapat dilaksanakan 

Peraturan harus mempertimbangkan keadaan masyarakat daerah, apakah 

masyarakat selanjutnya dapat melaksanakan aturan tersebut atau tidak. Dalam hal ini, 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati 

Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak dapat mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat Kabupaten Mamuju khususnya wilayah Kecamatan Mamuju. Dengan 

denda sebesar maksimal Rp.550.000 bagi hewan ternak besar contohnya sapi, 

masyarakat mampu melaksanakan aturan tersebut dengan melihat dan menimbang dari 

kondisi masyarakat Kabupaten Mamuju. 

 

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 

Kandungan materi yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 

Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak sudah sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan diatasnya, 

yaitu dari yang tertinggi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 

Tentang Penyelanggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta 

Perlindungan Masyarakat, kemudian selanjutnya adalah Peraturan Bupati Mamuju 

Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
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Kabupaten Mamuju, kemudian selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat. Dan yang terakhir yaitu 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. 

 

d. Asas kejelasan rumusan 

Pembentukan Peraturan harus memperhatikan persyaratan teknis penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum 

yang jelas sehingga tidak menimbulkan beranekaragam penafsiran. Dalam Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, tidak menggunakan bahasa yang multitafsir 

yang dapat menimbulkan berbagai macam intrepretasi, bahasa yang digunakan didalam 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini sangat 

mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

Petugas penegak hukum memiliki tanggung jawab dan kekuasaan dalam 

menjalankan dan menegakkan peraturan yang diatur dalam hukum atau peraturan yang 

ada. Fungsi penegak hukum sangat penting dalam menentukan efektivitas dari penegakan 

suatu aturan. Penting untuk dicatat bahwa penegak hukum memegang peran yang sangat 

penting dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam peraturan. Oleh karena itu, para 

petugas harus memahami dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau teknis 

tertentu dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.  

Hal ini akan memungkinkan para petugas untuk menjalankan tugas mereka 

dengan lebih efektif. Dalam penelitian ini, penegak hukum merujuk pada petugas Satpol-

PP yang bertanggung jawab dalam menegakkan PERDA/PERKADA dan melaksanakan 

TRANTIBUM terkait penertiban hewan ternak. Penjelasan tentang faktor yang 

mempengaruhi kinerja penegak hukum dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sikap aparat dalam menegakkan hukum 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju selaku 

penegak hukum sudah menerapkan isi dari Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 

Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang 

merupakan pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Mamuju, dalam wawancara tersebut ditegaskan bahwa sejauh ini setiap terjadi 

peristiwa pelanggaran hewan ternak yang berkeliaran sudah dilakukan penertiban juga 

penangkapan kemudian sudah diberikan sanksi berupa denda akan tetapi sanksi 

pemotongan sapi belum ada. 

Tindakan yang biasanya dilakukan oleh Satpol-PP dalam menegakkan peraturan 

untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran yaitu: a) Melakukan penertiban. b) 

Pemberian sanksi. c) Sosialisasi. 
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Dari penjelasan diatas yang berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan PERKADA Peraturan 

Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 

2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum berjalan dengan maksimal, walaupun 

sudah ditertibkan dan diberikan sanksi berupa denda namun belum ada tindakan lanjut 

seperti pemotongan sapi sesuai yang disebutkan dalam pasal 6a untuk sapi yang 

berkeliaran dan melanggar. selama ini Satpol-PP hanya melakukan penertiban dan 

penangkapan kemudian pemberian sanksi denda namun hal itu tidak memiliki dampak 

pengurangan dalam kasus sapi yang berkeliaran. 

Penegakan PERKADA terhadap pemilik hewan ternak yang melanggar akan 

diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati 

Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 

Tentang Penertiban Hewan Ternak, Adapun tindakan yang diatur dalam Peraturan Bupati 

Nomor 21 Tahun 2021 Tentang penertiban hewan ternak tentang tata cara penertiban 

hewan ternak yang dilakukan oleh petugas penertiban yaitu Satpol-PP dan dalam 

melakukan penertiban hewan ternak yang dilepaskan atau berkeliaran dalam kota, jalan 

umum, lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum dengan menangkap dan meminta 

biaya pemeliharaan dan tebusan kepada pemilik ternak. 

Setelah itu, ternak yang ditangkap akan diberi tanda berupa cat pilox di badan sapi 

dan penangkapan akan dilaporkan dan diumumkan secara resmi oleh DISKOMINFO 

Kabupaten Mamuju melalui pengumuman keliling, sosial media atau lewat radio ras fm 

berita manakarra. Ternak yang ditangkap kemudian dipindahkan ke tempat pemotongan 

hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. 

Ternak yang ditangkap dan dibawa ke RPH dalam batas waktu maksimal 2 (dua) 

hari dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan 

telah membayar biaya pemeliharaan/perawatan dan penangkapan sesuai dengan peraturan 

yaitu jika ternak sapi, kerbau, dan kuda maka harus membayar sebesar Rp. 550.000 per 

ekor. Kemudian hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh 

pemiliknya. Apabila hewan tersebut tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka 

waktu 2 (dua) hari akan dipotong di RPH dan akan dibagikan hasil pemotongannya 

kepada masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Jika hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum dan mengganggu 

keselamatan atau kecelakaan pengguna jalan yang diakibatkan oleh ternak menjadi 

tanggung jawab pemilik ternak dan/atau pengusaha ternak sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak. 

 

3. Faktor sarana atau fasilitas 

Ketersediaan sarana atau fasilitas sangat penting dalam mendukung penegakan 

Perbup yang ada. Dengan adanya sarana atau fasilitas yang memadai, suatu aturan dapat 

dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Sarana yang dibutuhkan terdiri dari berbagai 

macam aspek yang saling terkait, sehingga jika satu aspek tidak terpenuhi, sulit untuk 
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mewujudkan cita-cita penegakan suatu peraturan. Beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan meliputi: 

a. SDM yang terampil 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju dalam hal penegakan 

PERDA/PERKADA dan penyelenggaraan TRANTIBUM penertiban hewan ternak 

memiliki pegawai yang terdiri dari PNS dan TBO (Tenaga Bantuan Operasional) jika 

dilihat dalam jumlah memang sudah cukup untuk melakukan penegakan aturan terutama 

tentang penertiban hewan ternak, namun yang menjadi masalah ketika skill atau 

keterampilan dari SDM yang kurang memadai. 

 

b. Peralatan yang memadai 

Peralatan-peralatan yang biasa digunakan dalam menunjang operasi penangkapan 

dan penertiban hewan ternak terutama sapi yang digunakan yaitu mobil dalmas dan alat 

penangkap sapi berupa bambu dan tali. Mobil di kantor Satpol-PP berjumlah 3 mobil dan 

salah satunya adalah mobil dalmas yang biasa digunakan untuk menaruh sapi hasil 

tangkapan dari operasi penangkapan dan penertiban hewan ternak kemudian alat yang 

digunakan untuk menangkap sapi hanya menggunakan beberapa batang bambu, tali dan 

jaring untuk mengikat dan menangkap sapi yang berkeliaran. 

 

c. Anggaran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, untuk 

anggaran selama 5 tahun terakhir dari 2018-2022 memang khusus penangkapan dan 

penertiban hewan ternak tidak mempunyai anggaran khusus sehingga untuk pengadaan 

peralatan untuk menangkap sapi memang sangat minim, Satpol-PP hanya mengandalkan 

sisa dari anggaran dari kegiatan lain demi mengisi anggaran khusus penertiban hewan 

ternak, tapi untuk pengadaan anggaran tahun 2023 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju mengajukan anggaran khusus untuk 

penangkapan dan penertiban hewan ternak, agar dalam penertiban anggota Satpol-PP bisa 

menggunakan alat hasil dari pengadaan agar memudahkan dalam penangkapan dan 

penertiban hewan ternak. 

 

4. Faktor Masyarakat 

Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan undang-undang dan 

peraturan. Hukum diciptakan oleh masyarakat dan tujuannya adalah untuk menciptakan 

ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah mereka. Dalam penelitian ini, masyarakat 

memainkan peran penting dalam penegakan aturan terutama dalam hal penertiban hewan 

ternak. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh dalam penegakan PERKADA jika 

dipandang sebagai objek suatu aturan. Pengetahuan tentang undang-undang merupakan 

hal yang penting dalam menentukan masyarakat hukum di suatu wilayah atau komunitas. 

Hal tersebut menjadi faktor penting untuk menentukan keefektifan suatu aturan 

dalam masyarakat. Jika masyarakat tidak mengetahui adanya aturan, maka aturan sulit 
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untuk ditegakkan. Penjelasan tentang pengetahuan dan tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap aturan telah diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengetahuan dan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang ada 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti di 

lingkungan Kecamatan Mamuju, rata-rata masyarakat yang sudah mengetahui akan 

adanya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati 

Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, namun sikap masyarakat yang 

acuh terutama para masyarakat yang memelihara sapi yang menganggap sepele akan 

sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak, terutama masyarakat yang bukan peternak asli melainkan beternak sebagai 

pekerjaan sampingan atau hobi. 

Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai 

subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum 

yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran 

penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai di tengah-tengah 

masyarakat luas. Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari 

keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan peternak, peneliti mendapati bahwa 

narasumber dari masyarakat rata-rata sudah mengetahui Peraturan Bupati Nomor 21 

Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang 

Penertiban Hewan Ternak ini akan tetapi para peternak atau masyarakat yang memelihara 

sapi sebagai pekerjaan sampingan banyak yang acuh terhadap Perbup penertiban hewan 

ternak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 

Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak tidak berjalan maksimal dan efektif. 

 

5. Faktor Budaya 

Kecamatan Mamuju merupakan daerah gabungan antara daerah pesisir dan daerah 

pegunungan, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian seperti nelayan, petani 

dan peternak. Oleh karenanya, corak kehidupan dan perilaku sehari-hari masyarakat 

dalam mata pencaharian tidak jauh dan banyak dipengaruhi oleh ketiga unsur tersebut. 

Praktek beternak yang dilakukan di Kecamatan Mamuju jika dilihat dari faktor budaya, 

secara umum dapat dilihat dari faktor doktrin yang sudah diwariskan secara turun 

temurun, untuk penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut: 

Doktrin secara turun-temurun 

Kebiasan beternak masyarakat mamuju memang sudah menjadi doktrin yang 

dilakukan secara turun-temurun, masih banyak masyarakat yang beternak sapi dengan 

cara membiarkan sapi berkeliaran untuk mencari makan dan membiarkan sapi-sapinya 

lepas dan tidak diawasi sehingga sapi yang berkeliaran dan mencari makan ini masuk 

ketempat yang seharusnya bebas dari hewan ternak, misalnya lingkungan rumah 

masyarakat, jalan raya dan lainnya. 
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B. Faktor penghambat dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap 

Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat 

Peraturan-peraturan yang terkait dengan TRANTIBUM seperti Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang menjaga ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat, bersama dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2019 tentang ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2021 

tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

penertiban hewan ternak, mencoba untuk memastikan ketertiban dan ketentraman umum. 

Namun, penegakannya masih belum maksimal dan masih perlu terus ditingkatkan. 

Pelaksanaan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang dan 

PERDA/PERKADA bergantung pada kesiapan berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, 

pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam penertiban hewan ternak sangat 

penting untuk meningkatkan pelaksanaan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 

Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak. Namun, penegakan peraturan ini belum berjalan lancar di Kecamatan 

Mamuju dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Peneliti telah menganalisis faktor- 

faktor yang menghambat penegakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak sebagai berikut: 

1. Sarana atau fasilitas yang kurang memadai. 

Penegakan PERKADA dan penyelenggaraan TRANTIBUM dituntut untuk dapat 

dilakukan dengan prima dan maksimal, maka dari itu sarana atau fasilitas harus dalam 

kondisi yang baik untuk dapat mendukung hal tersebut. Hal ini merupakan salah satu 

faktor penunjang dalam penegakan PERKADA Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 

Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban 

Hewan Ternak.  

Sarana atau fasilitas menjadi salah satu penunjang dalam tingkat kualitas serta 

efisiensi dan efektifitas penegakan PERKADA yang akan dilakukan oleh Satpol- PP, 

tanpa sarana atau fasilitas yang baik maka penegakan PERKADA yang dilakukan tidak 

akan menunjukkan hasil yang memuaskan. Penegakan PERKADA tidak akan dapat 

berjalan dengan maksimal jika sarana atau fasilitas yang menjadi pendukung tidak 

tersedia dan perlengkapan untuk pegawai yang bertugas dalam melakukan operasi 

penertiban hewan ternak tidak terpenuhi. 

Analisa berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama operasi penegakan 

PERKADA penertiban hewan ternak memiliki keterbatasan dalam ketersediaan mobil 

pengangkut sapi, kemudian alat untuk menangkap sapi, skil atau keterampilan anggota 

Satpol-PP dalam menangkap sapi, Satpol-PP hanya menggunakan bambu dan tali, 

anggota hanya mengandalkan pengalaman dan kekuatan fisik. Hal ini membuat kegiatan 

penertiban dan penangkapan hewan ternak tidak berjalan maksimal. 
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2. Kompetensi Sumber daya Manusia yang tidak sesuai. 

Mewujudkan penyelenggaraan TRANTIBUM terutama penertiban hewan ternak 

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang 

perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan 

Ternak merupakan tanggung jawab penuh dari Satpol-PP Kabupaten Mamuju. 

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, salah satu penghambat 

penegakan PERKADA dalam penertiban hewan ternak adalah kurangnya skill atau 

keterampilan Satpol-PP dalam menangkap, menertibkan dan juga mengamankan sapi. 

Akibat dari kurangnya skill dan kompetensi Satpol-PP, dalam hal menangkap sapi 

membuat anggota Satpol-PP dalam menertibkan dan menangkap sapi sangat susah (tidak 

efektif dan efesien). 

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa skill dan 

keterampilan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penghambat dalam 

penegakan PERKADA. Satpol-PP yang memiliki kemampuan dan skill penanganan sapi 

dapat dikatakan berjumlah sangat sedikit yang mengakibatkan penegakan PERKADA 

mengenai penertiban hewan ternak belum maksimal dan menjadi terhambat.  

 

3. Kurangnya Sosialisasi yang mengarah kepada peningkatan kesadaran 

masyarakat 

Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju dan di 

lingkungan Kecamatan Mamuju, sosialisasi yang dilakukan mengenai penegakan 

PERKADA mengenai hewan ternak sudah dilakukan namun masih kurang, masyarakat 

dan juga para peternak rata-rata sudah mengetahui Perbup tentang penertiban hewan 

ternak, namun para masyarakat pemelihara sapi ini kadang mengabaikan aturan ini 

sehingga masih ada sapi yang berkeliaran bebas ditempat umum. 

Berdasarkan penjelasan diatas, didukung hasil observasi, dapat disimpulkan 

bahwa dalam penegakan PERKADA tentang penertiban hewan ternak masih terkendala 

oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang memelihara sapi dalam menertibkan dan 

mengandangkan sapi-sapinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju 

kepada masyarakat sudah dilakukan akan tetapi tidak efektif, sehingga kesadaran 

masyarakat yang memelihara sapi masih kurang dan bisa dikatakan acuh terhadap aturan 

yang ada. 

 

C. Upaya dalam mengatasi faktor penghambat Penegakan Peraturan Kepala 

Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju 

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor penghambat penegakan PERKADA 

tentang penertiban hewan ternak, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Mamuju melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

penegakan dan penyelanggaraan trantibum, yang dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pengadaan Sarana atau fasilitas 

Sarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor penting dalam 

penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak. Kondisi sarana atau fasilitas 

yang kurang baik akan menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dalam penegakan 

PERKADA penertiban hewan ternak. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

upaya penegakan PERKADA mengenai penertiban hewan ternak. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan membuat program perbaikan barang yang telah berusia 

lama atau rusak namun masih dapat digunakan kembali. Dan pengadaan barang yang 

diperlukan guna menunjang keberhasilan dan efektifitas dalam bekerja saat melakukan 

operasi penertiban hewan ternak. 

 

2. Peningkatan skill dan keterampilan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hambatan yang telah dijelaskan di atas. Upaya yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, dalam 

peningkatan skill dan keterampilan sumber daya manusia para anggota Satpol-PP adalah 

dengan memberikan pembinaan rutin dan pelatihan untuk peningkatan skill dalam upaya 

penertiban dan penangkapan hewan ternak, sehingga pegawai yang dihasilkan menjadi 

sumber daya manusia yang handal dan dapat bekerja secara maksimal. Pegawai yang 

memiliki skill dan telah melakukan pelatihan tersebut sangat dibutuhkan. Dengan adanya 

pelatihan khusus untuk penertiban dan penangkapan hewan ternak dapat menegakkan 

peraturan sehingga penangkapan hewan ternak menjadi efektif dan efisien. 

 

3. Meningkat kuantitas sosialisasi kepada masyarakat. 

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada 

masyarakat-masyarakat khususnya kepada para peternak yang masih bersikap acuh 

terhadap aturan ini. Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju yang dibantu 

oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk lebih 

menyebar luaskan informasi tentang aturan mengenai penertiban hewan ternak dan sanksi 

yang didapat apabila melanggar. 

Penyebaran informasi ini dapat menggunakan berbagai macam media seperti 

banner, poster, spanduk, maupun papan informasi yang ada ditempat-tempat umum. 

Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menggunakan sosial media seperti Facebook, 

Instagram dan Whatsapp tetapi juga dilakukan secara langsung ke masyarakat bahkan 

door to door dengan begitu penyebaran informasi akan terlaksana dengan maksimal, 

efisien dan efektif dan tersebar secara merata ke masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang berkeliaran di 

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan 

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, yaitu: a) Penertiban dan penangkapan 
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ternak sapi yang berkeliaran. b) Pemberian sanksi berupa denda dan teguran kepada 

pemilik ternak sapi. c) Sosialisasi kepada masyarakat terkait Penegakan PERKADA 

terhadap pemilik ternak yang berkeliaran. 

Faktor penghambat dalam Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik 

Ternak yang berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 

Barat, yaitu: a) Peralatan yang kurang memadai. b) Skill dan keterampilan Sumber Daya 

Manusia yang tidak sesuai. c) Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terutama masyarakat yang memelihara sapi yang bersikap acuh kepada 

peraturan ini. 

Upaya dalam mengatasi faktor penghambat Penegakan PERKADA terhadap 

pemilik ternak yang berkeliaran di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Studi 

kasus di Kecamatan Mamuju), yaitu: a) Mengajukan pengadaan sarana atau fasilitas 

untuk menunjang operasi penertiban ternak sapi yang berkeliaran. b) Peningkatan skill 

dan keterampilan Sumber Daya Manusia, sehingga dalam melaksanakan operasi 

penertiban ternak menjadi efektif dan efisien. c) Meningkatkan kuantitas dalam 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 
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